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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan otonomi daetdh, salah satu syarat yang diperlukan
adalah tersedianya Sumber-sumber pemi)iayaan, sumber pembiayaan tersebut
disamping sumber dan pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan juga
sumber dari dalam sehdiri yaitu dari Peﬁﬂﬁpatan Asli Daerah (PAb). Dengan kata
lain, dapat dikata‘kail ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi
adalah (1) ke‘mampUan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki
kemampuan dan kéwenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan,
mengelola dan méngglmakan keuangannya sendiri untuk membiayai
penyelenggaraan petnerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus
seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan
terbesar yang didukutig oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah
(Mardiasmo, 2002). Otonomi daerah ini tercermin dari tingkat kemandirian
pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya. Dengan kemampuan
keuangan daerah yang memadai, PAD menjadi proporsi yang dominan dalam
menyumbang total pendapatan daerah maka tingkat kemandirian daerah dapat
tercapai.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak dilaksanakannya otonomi
daerah yaitu pada tanggal 1 Januari 2001 sampai tahun 2005, total PAD selalu

mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 dan 2002, proporsi PAD terhadap total
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pendapatan daerah lebih rendah dibandingkan dana perimbangan. Namun, pada

tahun 2003-2005, proporsi PAD lebih tinggi dibandingkan dana perimbangan dari

pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Selain itu juga menunjukkan semakin rendahnya tingkat ketergantungan

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. |

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai analisis
tingkat kemandiridn pada pemerintah daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, maka penulis mencoba untuk rhenarik kesimpulan dén memberikan
saran-safan yang diﬁarapkan ciapat memberikan manfaat bagi petherintah daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta pilﬁk—pihak yang lain.

Dari penelitiafi yang dilakukan oleh penuilis, yaitu dengan mengalisis tinékat
kemandirian melaltti rasid desentralisasi fiskal, besarriya Bantudn Dana Alokasi
Umum Yyatig berasdi dari pemeritah pusat melalui rasio Datia Alokasi Umum maka
dapat dibuét kesinib'dlan sebagai berikut:

1. Tingkat kettiandirian pemerintah daerah Propiisi Ijaerah Istimewa
Yogyakarta selama periode tahun 2001, 2002 dan 2003 masih “rendah”. Hal
ini menunjuitkan pola hubungan yang konsultatif dttinya campur tangan
pemerintah ptisat sudah mulai berkurang, karena d&efah dianggap sedikit
lebih mampu melaksanakan otonomi. Besarnya tingkat kemandirian masing-
masing sebesar 32,82%; 36,39% dan 38,53%. Sedangkan pada tahun 2004
dan 2005 mengalami peningkatan yang signifikan sehingga mengakibatkan

kenaikan peringkat yaitu menjadi “sedang”. Besarnya tingkat kemandirian
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adalah sebesar 53,81% dan 57,20%. Hal ini menunjukkan pola hubungan
dengan pemerintah pusat adalah partisipatif artinya peranan pemerintah
pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat
kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi.

2. Besarnya Rasio Dana Alokasi Umum selama periode tahun 2001-2005
mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Besarnya Rasio Dana Alokasi
Umum berkisar antara 26,44% sampai dengah 45 ,67%. Hal ini menunjukkan
besarnya Dana Alokasi Umum yang berasal dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada
kategori “cukup” pa&a tahun 2001. Kategori “sedang” pada tahun 2003 dan
2005. Sedangkan pada tahun 2002 dan 2004 pemerintah daerah Propinsi
Daeralﬁ Istimewa Yogiyaka.rta berada padd kategori “kurang” terhadap
bantua;n dari p’emerintaﬁ i)usat yang berupa Dana Alokasi Umum. Jadi dapat
disimpulkan bahwa peranan Dana Alokasi Umum terhadap APBD
peme'ﬁntah aéeréh_ bei)insi Daerah Istimewa Yo’g&akarté@ selama periode
2001-2005 petanannya masih besar. Akan tetapi, peranan PAD terhadap
total ﬁehdapétaﬁ daei'iih semakin meningkat dari tahun ke tahun

Semakin tinggi proporsi 'périerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total

Pendapatan Daerah maka tihgkat kemandirian pemerintah semakin baik. Begitu

juga dengan DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,

semakin kecil DAU yang diterima maka peranan pemerintah semakin kecil dalam
mendukung dana untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah.

Pemerintah daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terus berusaha untuk
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meningkatkan PAD dengan menggali potensi daerah yang atla serta
memanfaatkannya dengan efektif dan efisien.

Namun, dalam meningkatkan PAD pemerintah daerah mengalami kendala
yaitu masyarakat merasa keberatan dengan adanya pajak atau retribusi baru dan
enggan untuk membayar pajék. Padabal hal tersebut merupakan komﬁbnen utama
untuk meningkatkan PAD. Hal ini ditambah dengan potensi SDA Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta yang kurang.

B. Saran
Dari hasil analisis yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan saran

yang mungkin dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakaﬁd:

1. Pemerintah daeiah hendaknya melakukan rencana Strafegis yang sifatnya
jangka panjaﬁg misdinya dengan membangun saraﬁa dan prasarana yang
memadai di Obyek wisata pantai karena Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta kiya akan pantai yang indah. Dengan hal ini dapat menarik
minat wisatawah untuk berkunjung dan diharapkan warga sekitar dapat
meningkatkan kesejahteraan ekonominya yaitu dengan mendirikan toko
ataupun rumah makan disekitarnya. Sedangkan untuk rencana jangka
pendek adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat
akan pentingnya membayar pajak, karena tanpa pajak pembangunan tidak
akan berjalan dengan lancar. Namun hal ini harus diiringi dengan

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dengan
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memberikan reward kepada wajib pajak patuh sehingga masyarakat segan
untuk membayar pajak. Pada akhirnya PAD dapat mencukupi semua
kebutuhan belanja daerah dan dapat mewujudkan pemerintah daerah yang
inandiri dalam berotonomi.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dengan menarik
investor untuk b;erinvestasi. Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah
penting. Oleh karena itu, terutama dalam pengembangan investasi haruslah
diperhatikan. Pemerintah dapat memfasilitasi pengusaha/ investasi dengan
berbagai sarana dan prasarana yang selalu ditingkatkan, serta melakukan
promosi daerah dengan membantu memperkenalkan produk-produk yang
dihasilkan pengusaha, serta membuka kerja sama yang dilakukan dengan
transparan. Pemerintah daerah juga harus bersikap business friendly dengan
para pengusaha atau dengan memberikan kemudahan dalam ijin usaha. Hal

ini akan memudahkan bagi para investor untuk melakukan investasi.
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